












ABSTRACT

The purpose of this study is to provide evidence institutional ownerships, managerial

ownerships, independent commissioner, audit committee, the quality of audit, executive

compensation that tax avoidance influencing partial and simultaneous.

The population on this research were all firm listed in Indonesia Stock Exchange (IDX)

2013 – 2016. Total sample in this research were 192 firms that selected with purposive

sampling. This research used Content Analysis method to analyze 272 firm’s Annual Report.

Data analyzed with test of classic assumption and examination of hypothesis with multiple

linear regression method.

Result of this analysis partial showed managerial ownerships have a positive

significant and audit committee have a negative significant influence on tax avoidance.

Institutional ownerships and executive compensation have a positive non-significant

influence on tax avoidance. Independent commissioner and the quality of audit have a

negative non-significant influence on tax avoidance. Result of this analysis simultaneous

showed for institutional ownerships, managerial ownerships, independent commissioner,

audit committee, the quality of audit, executive compensation have a significant influence on

tax avoidance.

Keywords: institutional ownerships, managerial ownerships, independent commissioner,

audit committee, the quality of audit, executive compensation, corporate

governance, tax avoidance



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiric bahwa kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, kualitas audit,

kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak berpengaruh secara simultan dan parsial.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2016. Total sampel penelitian adalah 192 perusahaan yang

ditentukan melalui purposive sampling. Penelitian ini menganalisis 272 laporan tahunan

perusahaan dengan metode Content Analysis. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi

klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial memiliki

efek positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan komite audit memiliki efek negatif

signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi kepemilikan institusional dan kompensasi

eksekutif memiliki efek positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta komisaris

independen dan kualitas audit memiliki efek negative tidak signifikan terhadap penghindaran

pajak. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit,

kualitas audit, kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keywords: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen,

komite audit, kualitas audit, kompensasi eksekutif, tata kelola perusahaan,

penghindaran pajak.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Nota Keuangan dan APBN 2016 menunjukan 84,87% target pendapatan negara

adalah berasal dari sektor perpajakan, yaitu sebesar Rp 1.546.664,6 Miliar dari total seluruh

rancangan pendapatan negara sebesar  Rp 1.822.545,8 Miliar. Oleh Karena itu Pemerintah

mendorong dan terus berupaya agar stabilitas penerimaan negara melalui sistem perpajakan

dapat berjalan dengan baik demi memperoleh dana yang cukup bagi pembangunan Negara

yang berkelanjutan dan meningkatkan iklim bisnis yang baik, serta mensejahterakan seluruh

warga negara.

Hal ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak harus bekerja keras agar target

penerimaan tersebut tercapai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.

Pengawasan kepatuhan perpajakan ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap

Wajib Pajak secara selektif, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh DJP.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem self assessment

system, yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung

sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Dengan adanya

sistem tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran Wajib



Pajak dan diimbangin dengan peng administrasian data perpajakan yang rapi, terkendali,

sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

Namun sistem self assessment sytem memberikan ruang bagaimana Wajib Pajak,

terutama perusahaan-perusahaan, kurang sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak didasari oleh beberapa

asumsi, diantaranya adalah bahwa pajak dapat dikategorikan sebagai beban secara tidak

langsung bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Penghasilan yang seharusnya diterima

oleh pemilik perusahaan, yang merupakan Wajib Pajak Pribadi, menjadi berkurang setelah

dipotong oleh Pajak. Bahkan oleh perusahaan, yang merupakan Wajib Pajak Badan, dianggap

sebagai beban yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap keuntungan

perusahaan, dan juga mengurangi laba bersih.

Perbedaan kepentingan antara Principal dan Agent sudah terjadi sejak sejak

pertengahan abad ke-20 yaitu dalam era kapitalisme, dimana para Pelaku bisnis kaum

kapitalis dan sosialis telah memperdebatkan tanggung jawab sosial. Kapitalisme terbentuk

dari masa positivisme (masa yang menggangap hal-hal yang rasional saja yang dapat diterima

seperti instrumen rasio dan masa revolusi setelah masa normativisme). Hal ini lah yang

mendasari kapitalisme di dunia.

Namun masih ada hal-hal selain rasional yang ada didalam bumi ini (Hegel dalam

Lisa U. (2012:4)). Dalam masa positivisme yang menggunakan instrumen yang dapat diukur

seperti rasio masih saja ada hal lain yang dapat menyebabkan masalah.



Terjadi konflik antara manajer dan pemilik modal yang mengakibat  ketidakseimbangan

kepentingan atau yang dikenal dengan istilah agensi teori.

Kritik akan kapitalisme di dunia seperti determinasi kekuasaan dalam sistem

kapitalisme mengakibatkan pertentangan antara pihak yang menguasai (pemilik modal) dan

pihak yang dikuasai (buruh). Salah satu tokoh yang menentang sistem kapitalisme adalah

Karl Marx dengan pemahaman bahwa semua barang modal tidak lagi dikuasai oleh pemilik

modal akan tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sistem ini lebih mementingkan

tindakan yang sesuai dengan moral dan etika sosial.

Pergeseran dari sistem kapitalisme ke sosialisme menyebabkan perubahan dalam

sistem pencatatan laporan keuangannya dari teori positif ekonomi menjadi teori stakeholder

yang dimana perusahaan tidak hanya melayani kepentingan dari pemilik modal saja akan

tetapi pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan.

Pada era modern teori dari stakeholder dituangkan dalam CGPI (Corporate

Governance Perception Index), konsep tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai

rangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders)

(2008 : 1). Pada CGPI (2008 : 4) juga dijelaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan

bermanfaat untuk: (1) mengurangi timbulnyaagency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung

pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen, (2) menurunkan

cost of capital sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab,

(3) meningkatkan nilai saham perusahaan, serta (5) menciptakan dukungan stakeholders

terhadap perusahaan



(license to operate).  Peran Corporate Governance sebagai mekanisme struktur dan sistem

dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat

diperlukan. Sehingga perusahaan yang telah menerapkan Corporate Governance (GC) dapat

memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder.

Menurut Fadhilah (2014) dalam Diantri dan Ulupui (2016)“ mekanisme dalam

pengawasan corporate governance (CG) ada dua, yaitu internal dan external. Mekanisme

internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan

proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi

dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan

mekanisme external adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan

pengendalian pasar.” Pada penelitian ini akan berfokus pada kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, kualiatas audit dan kompensasi

eksekutif.

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat

komparatif.  Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen melalui investasi

yang dilakukan kedalam perusahaan, Karena kepemilikan konstitusional dianggap memiliki

fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial termasuk

dalam aktivitas untuk mengawasi dan mempengaruhi aktifitas penghindaran pajak yang

dilakukan oleh manajerial.

Adanya kepemilikan saham oleh manajerial, menjadi dasar pertimbangan manager

dari setiap keputusan yang diambilnya, Karena manager akan merasakan



dampaknya secara langsung. Kepemilikan manajerial ini akan sangat berhati-hati dalam

memutuskan pelaksanakan setiap aktifitas termasuk aktivitas penghindaran pajak.

Keberadaan Komisaris Independen sangat penting, terutama bagi pemegang saham

minoritas dan masyarakat. Karena keberadaan pemegang saham minoritas direpresentasikan

oleh Komisaris Independen. Menurut Puspita dan Harto (2014 : 3), pemegang saham public

cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena diharapkan perusahaan berperan serta

dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan

pemegang saham public, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak

perusahaan, dari praktik penghindaran pajak.

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah

dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga komite audit

dengan segala kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu mencegah segala prilaku

atau tindakan yang menyimpang, khususnya terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Kualitas audit merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan

yaitu transparansi dan informasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP-Big 4

sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

Pemilihan KAP-Big 4 ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang

dimiliki Kantor Akuntan Publik tersebut. Oleh karena itu, dengan penunjukkan auditor Big-4

diharapkan merupakan penanda bagi publik



bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Menurut

agency theory, manajemen sebagai agen menunjuk auditor eksternal untuk memberikan opini

dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja perusahaan yang dikelolanya kepada

principal. Pihak principal dianggap akan lebih mempercayai laporan dari auditor dengan

nama KAP yang besar.

Perusahaan di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem kompensasi tanpa basis

saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Jika

Gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus diharapkan dapat membuat

motivasi manajer untuk meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk

melakukan upaya penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan

laba perusahaan, dan menaikkan pajak. (Puspita dan Harto, 2014 : 3)

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah pada

penelitian ini adalah “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

(Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016”

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak

telah diteliti sebelumnya secara internasional maupun nasional. Namun penelitian-penelitian

sebelumnya tersebut menghasilkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan pengujian lebih

lanjut mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap



kegiatan penghindaran pajak, secara khusus di Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis

tertarik untuk melakukan penelitian variable dependen Tata Kelola Perusahaandengan proksi

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit,

Kualitas Audit, dan Kompensasi Eksekutif. Adanya perbedaan tahun dan subjek penelitian

untuk melihat sejauh mana perbedaan hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul: “Pengaruh Tata Kelola

Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016)”

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

2. Periode penelitian adalah tahun 2013 – 2016 karena dianggap merupakan data terkini

sampai dengan penelitian dilakukan.

3. Faktor yang diteliti sebagai variable bebas adalah penghindaran pajak. Sedangkan yang

menjadi variable tidak bebas adalah tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan

institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen, kualitas audit, keahlian

akuntansi komite audit, dan kompensasi eksekutif.



1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah keahlian akuntansi komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak?

5. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

6. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

7. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen,

komite audit, kualitas audit, kompensasi eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak?



1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Tata Kelola Perusahaan dengan proksi Kepemilikan

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit,

dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah kepustakaan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan

ilmu Akuntansi Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan.

2. Manfaat Praktisi

Tolak ukur bagi para eksekutif dalam mengambil atau membuat keputusan yang efektif

dan efisien terhadap aktifitas penghindaran pajak dengan memperhitungkan resiko –

resiko yang akan terjadi.



1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

yang terdiri atas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, model penelitian, dan pengembangan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

yang terdiri atas pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan

data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

yang terdiri atas deskripsi subjek penelitian, analisis dan pembahasan, uji hipotesis, dan

pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

yang terdiri atas kesimpulan dan saran.
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